
WALIKOTA SABANG
PEMTURAN WALIKOTA SABANG

NoMoR 13 reHuN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 3 TAHUN 2OL4
TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN

NASIONAL DI PELAYANAN DASAR KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun
2Ol4 tanggal 2L April 2OL4 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama milik pemerintah dan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor L9 Tahun 2014
tanggal 24 Apnl 2Ol4 tentang Penggunaan Dana Kapitasi
JKN Untuk Jasa Pelayanan-Dukungan Biaya Operasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah.
Terjadi perubahan tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi dan
Non Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maka
dipandang perlu mengubah atas peraturan Walikota Sabang
Nomor 3 Tahun 2OL4 tantang Pedoman Pemanfaatan Dana
Jaminan Kesehatan Nasiona{ di Pelayanan Dasar Kota
Sabang;

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan
Waliftota;

: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-
Uirdang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
53, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
2753],;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47,.Tasrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
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4. Undang-
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoo4.
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa0}\

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 8638);

6. undang-undang Nomor 40 rahun 2oo4 tentang sistem
Jaminan sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor lso, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44561;

7. undang-undang Nomor 36 Tahun 2oo9 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor
144, Tarrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

8. undang-undang Nomor 24 Tahun zoLL tentang Badan
lenfglglggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambalan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

9. undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran-not+
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonisia Nomor
5a64;

10. Peraturan Pemerintah Nomol 101 Tahun 2ot2 tentang
Penerima Bantuan Iuran .Iaminan Kesehatan (Lembarai
legara Republik Indonesia Tahun 2oL2 Nomor 264,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s372);

11. Peraturan Pemerintah Nomor gr Tahun 2o1g tentang
Pengelolaan Aset Jaminan sosial Kesehatan (Lembarai
I..gr. gepublik Indonesia Tahun 20 13 Nomor s4g2,
Tainbahad Lembaran Negara Republik Indonesia s4g2l;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 90 rahun 201g tentang
Pencabutan Peraturan pemerintah Nomor 2g rahun 2oo5tentang subsidi dan luran pemerintah Dalam
Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi pegawai Negerisipil dan Penerima pensiun (Lembaran -Negara nepultit
Indonesia Tahun 2019 Nomor 242, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor SagS);

13. Perahrran Presiden Nomor 12 Tahun 201g tentang Jaminan IKesehatan;

14. Perahrran Presiden Nomor g2 Tahun 2ol4 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN paal
Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama Milik pemerintah;
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15. Keputusan



Menetapkan

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2Ol3
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat
Lanjutan Dalam PenyelenggaraErn Program Jaminan
Kesehatart;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2OL4 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi JKN Untuk Jasa Pelayanan-
Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah;

18. Qanun Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2}ll tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota
Sabang Tahun 2}ll Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sabang Nomor 10;

MEMUTUSI(AN:

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 3
TAHUN 2OL4 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PELAYANAN DASAR KOTA
SABANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan walikota sabang nomor 3
Tahun 2ol4 tentang Pedoman pemanfaatan Dani JKN di
Pelayanan Dasar Kota Sabang diubah sebagai berikut :

Ketentuan pasal 8 ayat (a) diubah, sehingga pasal g berbunyi
sebagai berikut: /

Pasal 8
(1) Dana JKN yang disalurkan oleh BPJS Kesehatan ke

rekening Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab JKN,
selanjutnya status dana tersebut berubah menjadi dana
masyarakat yang ada di rekening Dinas Kesehatan.

(21 setelah, h.rskesmas dan jaringannya melakukan pelayanan
kesehatAn dan mendapatt", pembayaran dari Tim
Pengelola JKN Dinas Kesehatan maka status dana tersebut
bembah menjadi pendapatan/ penerimaan hrskesmas.

(3) Dana yang menjadi pendapatan puskesmas sebagaimu.rr" I
yang dimaksud pada ayat (2) selumhnya disetor ke Kas
Daerah dan penggunaannya melalui mekanisme penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

(41 Pendapatan lbskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) untuk dana kapitasi dan nonkapitasi dibayarlian
seutuhnya untuk jasa pelayanan dan dukungan biaya
operasional lainnya dengan rincian:
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a. untuk ... ,
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a. untuk sistem kapitasi bulan Januari sampai dengan
April 2OL4 dibayarkan 600/o (enam puluh persen)
untuk jasa pelayanan Rrskesmas, d,an 4Oo/o 

-(empat

puluh persen) unhrk dukungan biaya operasional
lailnya; ketenhran alokasi tarr" kapitasi bulan
selanjutnya diatur dengan Keputusan walikota
Sabang atas usul Kepala Dinas Kesehatan.

b. untuk sistem nonkapitasi seluruhnya dibayarkan
untuk jasa pelayanan di hrskesmas.

Pasal II

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan dan mempunyai daya raku surut terhittirg
mulai tanggal 1 Januari2Ol4.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan waliliota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Diundangkan di Sabang
pada tanggal t7 Juni 2Ot4

6'
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SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG, 

/
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soFIY4v ApAM . ,.

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2OL4 NOMOR t3

n

Ditetapkan di Sabang
pada tanseal_lI_Juni 2O t +
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WAUKOTASABAilG

PERATURAN WALIKOIA SABAIYG

NOMOR 15 TAI{UN 2014

TEI\TIAI{G

PERUBAHAN ATAS PERATURAIY WALIKOTA SABANG
NOMOR 4 TA}IUN 2OT4 TEITTANG TATA CARA PEMBAYARAN

TAI\{BAHAN PENGHASII..AN BERDASARKAN PRESTASI KER"IA
. (TUNJANGAN DAERAII U}TN.IK KESF^'AHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL)

DI UNGKI,'NGAI{ PEMERINTAII KO|rA SABANG

trIALIKOTA SABAItG,

Menimbang: a. batrwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan
tata cara pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan
prestasi kerja tu4iangan daeratr unhrk kesejahteraan
Pegacrai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintatr Kota
Sabang, r'lakn dipandang perlu mengubatr atas Perattran
Wdikota Sabang Nomor 4 Taturn 2OL4 tentang Tata Cara
Pembayaran Tambahan Penghasilqn Berdasarkan Prestasi
Kerja (ftrnjangan Daerah unhrk Kesejatrteraen Pegawai
Negeri Sipil) di linglrungan Pemerintatr Kota Sabang;

b. bahwa berdaearkan pertimbanggn sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Watikota
Sabarg tentang Penrbatran atf.s Peratrrran Walikota Sabang
Nomor 4 Tahun 2Ot4 tentang Tata Cara Pembayaran
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
(Ibr{angan Daeratr unhrk Kesejatrteraan Pegawai Negeri
Sipil) di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tatrun l96s tentang
Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubatr
Undang..[1n6firt Nomor 7 Drt Tatrun 1956 tentang
Pembenhrkan Daeratr Otonom lhbupaten di Propinsi
Sumatera Utara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 1965 Nomor 53, Tambatran tcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 27581;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentamg Keuangan
Negara (Icmbaran Negsra Republik Indonesia tatrun ZOO3
Nomor 47, Tarobahan Lcmbqran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286,1;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20o4 Nomor 5, Tambatran kmbaran
Negara Reptrblik Indonesia Nomor a355);
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4. UndanB'Und+Eg k*Noraor 11 Tatrun 2006 tentang
Negara Republik Indonesia

o6-2, Tambatran kmbaran Negara
Nomor 4633);

Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparahrr
Negara Republik Indonesia Tahun

6, Tanbatran lembaran Negara Republik
Nomor 5a9a);

6. Perahlrn Pemerintah Nomor 58 Tatrun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (fumbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2005 Nomor 140, Ta-tnbahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Feraturan Pemerintah Nomor 53 Tatrun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Perahran Pemerintah Nomor 46 Tahun 201 1 tentang
Penilaian Pnestaei Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonepia Tatrun 20ll Nomor L2l,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258); - -' :'-1' rlir 'r'r

9. Perattrarr,Mqnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentangr:, Ftadoman Pengedlaan Keuangan Daerah,
scbagaimana telah diubatr beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tatrun 2OLL
tcntang Penrbahan Kedua atas Perattrran Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daeratr; /

MEMUTUSI(AT{ :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATTJRAI\I WALIKOTA SABANG NOMOR 4 TAHUN 2OL4
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASIIAN BERDASARKAN PRESTASI KER"IA

TTUNJANGAN DAEMTI Lrlrn K KFSF^TAImERAAN PEGAWAI
NEGERI SIHL) DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

Pasal I

Beberapa ketenttran dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor
4 Tahr,rn 2OL4 tcntang Tata Cara Pembayaran Tambahan

' Penghasilan Pnestasi Kerja (ftrnjangan Daerah Unhrk
Kesejatrtemarr. Pegawai Negeri Sipil) Di Lingkungan Pemerintah
Kota Sabang, diubah sebagpi beritrnrt:
1. Ketcnhran Pasal 5 ditambah 1 (satu) a)rat yaiftr ayat (71

sehinga;Pasal 5 berbunyi sebagai berilmt:

Pasal 5

(1) Setiap PNS/CPNS wajib mengikuti apel dan memahrhi
ketentuan jam kerja telah ditetapkan.

{'
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l2l Ketenhran jam ket e Ecbagaimana dimahsud pada ayat (1)

diawall dengan mengikuti apel pag, masuk kantor dan
diakhiri dengan apel'siang.

(3) Disamping me-ngikuti apel pagi dan siang, PNS/CPNS juga
diwajibkan mengiktrti:
a. apelgnhrngmg.
b. upacam 17 Agustus;
c. apel pada saat hari-hari besar nasional dan daerah;
d. senam pagi/gotong rorpng.

(a) Apabila dilaksanaken apel gabungan atau apel pada hari
hari besar nasiond dan daeratr, $akF apel pag di Sahran
IGrja Perangkat Kota ddaft dilaksanalhan.

(5) Setiap PNS/CPNS wqiib menandatangi daftar hadir pada
setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3).

(6) Bagr PNS/CPNS yang tidah,menandatangani daftar hadir
dan tidah ada ketcrangan, dianggap tidak hadir.

(7) IGtenhran sebagaimana dirnaksud dalam ayat (5),
dikecualikan kepada PNS/CPNS yang diangkat menjadi
Keuchik, Pengemudi dan Kernet Bus Sekolah, Petugas
Kebersihan, Petugas Pemadam Kebakaran, Peflrgas LLAJ
dan Pehrgas pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan
Bdohan.

Mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, sehingga Pasal
7 ayat (1) berbunyi sebagai berilnrt:

Pasal 7 I
(1) Tarnbatran Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

dibayar setiap bulan berdasarkan kehadiran sebagaimana
dimalcsud pada Passl 5 ayat (1) dan ayat (3) dengan
perhinrngan sebagai berikr.rt:
a. 'tidak hadir apel pag, apcl siang, apel gabungan dan

upacara pada hari-hari besar nasional dan daeratr
. masing-masing dihrrangi 25o/o (dua puluh lima

peruerahrs) perhari,
b. 6dalc masuk kantor dikurangi 5Oo/o (lima puluh

perserattrs) pertrari,
c. tidek hadir mengihrti Upacara Taptu, upacara

penaikan dan upacara peil;runan bendera 17 Agushrs
masing-masing dilrurang SOyo (lima puluh perserattrs)
perhari,

d. tidak hadir pada hari keda tcral&ir sebelum atau hari
pertama setclah cuti bersama Idul ntri atau ldul Adha,
masing masing dikurangi 5@/o (linra puluh perserattrs)
perbulan.

Mengubatr ketcntrran pada Nomor umt 5 lampiran I Peraturan
Walikota Sabang Nomor 4 Tahur 2Ot4 sehingga berbunyi
sebagaimana tercanttrm dalam larnpiran Perahrran ini.

2.

o

3.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mul$,$rlalm pada tqnggprl diundangkan.

AgAr setiap .orang dapat mengetatruinya, memerintahkan
pengrrndangan Feraturan Welikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daeratr Kota S+F$.

Diundangl€n di Sabang
pada tenggal 2t Jult 2Ot4

{).

y' r.*s DAERAIT KorA sABANc,/

,'N^-
BERITA DAERAH KOTA SABANG TAITUN 2Ot4 NOMOR 15

f.



TAMPTRAI{
PERATI,'RAT{. WAItrKOTA SABAT'IG
NO\{OR L5 TAITUN 2Or4
TET{TANG.
PERI'BAHAI{ ATAS PtrRATt'RAN. 1VALIKOTTA SABANG
NOMOR 4 TATII,'N 2OI4 ITIiITAT.IG TATA CARA
PEMBAYAMN TAIYTBATIAN PENGHASII,AN BERDASARKAN
PRESTASI KEzuA rnrNJerceN DAEMI{ UNTUK
KESE.'AHTBRMI{ PEGAWAI NEGERI SIPIL) DI
LINC}KUNGAT{ PEMERINTAH KOTA SABANG

DAFTAR PENIT,AIAN DAN PERHITT.'NGAN

NO JEMS PEMI"AIAN BOBOT PENGI,'RAI.IGAI{ KETERANGAN

I 2 3 4

I Tidak hadir tanpa ketcrangan 100o/o pcr hari Daftar Hadir

2 Tidak apel pag tanpa ketcrangan 25o/o per hari Daftar Hadir

3 Tidak apel siang tanpa keterangan 25olo per hari Daftar Hadir

4 Tidak masuk kantor tanpa
keterangan

50% per hari Daftar Hadir

5 Tidek hadh tanpe keterangan
pada hari kerja terakhir
scbetum/hari kerja Pertama
ectclah cuti bcrsama Idul Fitri/
Idul Adha

5Oo/o per bulan Daftar Hadir

6 Tidak hndir Upacara peaaikan
bcndera dan peourunan bendefa

5oolo per hari Dafter Hadir

7 ndak hadir pade Upacara TaPfir 50% per hari Daftar Hadir

Catatan:
Dalarn hal PNS/CPNS hadir Pada hari kerja
tcratchir scbelum/trari kerja pcrtama ecteJah
cuti beroama ldul Fitri/Idul Adha tctapl tideh
mengladiri apcl padlqcl dang, dibcrlalrukan
ketcnttran nomor urut 2 dan atau nmor urut 3.
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